
R blik I ." '')8r)epu· Ho· !:1COrleS:a . 0:::'0:- "'!_ 0;

Keuangan .:\egara fLer:1D2.!'aTI Negara Republik Indones.a
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• I 2003TahunUndang- Undang :'\omor3,

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbar.ar;
Lernbaran .:\egara Republik Indonesia Nomor 3851):

Mengingat

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

Tahun 2020 tentangDaerah Kabupaten Dompu Nomor

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PeraturanMenimbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI DOMPU,

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH

TAHUNANGGARAN2020

TENTANG

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSATENGGARABARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR -;~ TAHUN 2021
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- ~~·:-~ciang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentana

?erbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
o. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);
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Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nornor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangr.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/.Jasa

Pemerintah ILernbarari Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nornor 63):

Peraruran Pemerintah Nomor 8 Tahun 20..)6 :e:-~:":=':-_':

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerinta "-_
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur:
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan
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Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri alas:

1. pendapatan

a. pendapatan asli daerah Rp110.684.93: .583.: 1

b. dana transfer Rp865.939.805,066.00

c. lain-lain pendapatan vang san Rp40.105.281.SS1.00

jumlah pendapatan Rpl.016.730.018.530.: l

2. belanja

a. belanja tidak langsung

Pasal 1

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2020.

PERTANGGUNGJAWABAN

BUPATI PENJABARAN

ANGGARAN

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN

MEMUTUSKAN:

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu

Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02

Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Angaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah

Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 02);

19. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2019

(Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor

221);

17. Peraturan Menteri Dalam ~egeri Kor::o:- T7 7:::"'":'..:.::1',:-=-=
ten tang Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangar; D~e:-~~.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Cr2G ~~o=:::-

1781);
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Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

•
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rp52.116.607 .821,48

Rp62.732.754.872,84

RpO,OO

Rp62.732.754.872,84

Rpl.027.346.165.581,47

(RplO.616.14 7.051,36)

Rp33.234.540.115,00

Rp271.932.715.363,97

Rp133.176.502.913,50

Rp438.343.758.392,4 7

Rp589.002.407.189,00

Rp6.194.000.000.00

Rp950A17.248.00

Rp5.068.861.382,OO

Rp131.970.486.582,00

3. pembiayaan
a. penerimaan

b. pengeluaran
pembiayaan netto

sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan

jumlah belanja

surplus/ defisit•

..:: ::~~2..:-,p.oanruan keuangan
5) belanja tidak terduga

6) belanja transfer ke desa
jumlah belanja

tidak langsung
b. belanja langsung

1) belanja pegawai
2) belanja barang dan jasa

3) belanja modal

jumlah belanja langsung
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BUPATENDOMPU TAHUN2021 NOMOR : ?,'1BERITA DAERAH

H.

KAB

s.Jt.Ls 2021

KAD

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 0)... bJ;J':>rw{ 2021

- --_- - ,-- ~:;::_ ..:::.. memerintahkanmerigetahuinya,
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